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Latar Be lakanc Peni lihan Jndur.

Perihal bentuk hukun suatu usaha ierdiri dari ber-

bagai naean yang salah satunya adalah Perseroan Terbatas

(selaniutnya disinElkat PT). PT harus di-buat dengan ahta

notaris dengan Eeninta Pengesahan kepada Henteri Kehakin-

an dan didaftarkan dalan Kepaniteraan Pengadilan Negeri

dan diununkan dalan Berita Negara sebagaimana pasal 36 io

pasal 38 Kitab Undang-undang HukuD Dagang (selaniutnva

disingkat KUHD). PT nodalnva terdiri dari sahan-sahan

atau sero-sero yang tanggung iawab Para penegang sahan

atau sero tidal lebih daripada juulah penuh andil-andil

sebagainana pasal 40 KUHD.

Ketentuan di atas nenuniukkan badan PT nerupakan

suatu usaha yand berbentuk badan hukun, yand namPak dari

tanggung iawab para peaero Penegang sahan tidak lebih da-

ripada iuntah penuh sahan vang dinilikinva, ini berarti

PT nenpunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari

harta kekayaan Para Pesero Penegang sahaunya,

Dibahasnva nasalah PT ini ada haitannva denElan

suatu bank yang bentuk usahanya Perseroan Terbatas yaitu

PT Bank Sunna, PT Bank Sumna telah dicabut iiin usahanva

karena telah nenbahayakan keadaan bank itu sendiri uaupun

dunia perbankan pada ulrumnya' Nalrun neskipun iiin usaha-

nya telah dicabut dan dilikuidasi, hingga saat ini Penbe-



resannya belun selesai' Heskipun telah dibentuk tin liku-

idasi, penyelesaiannya ter sendat- sendat dan hanya dibuiu-

kan kepada peniualan aset PT Bank Sunua dan debitur yang

kreditnya nacet.

Berdasarkan latar belakang di atas, eksistensi da-

ri pengurus atau direksi tidak nendapat perhatian sana

sehali, padahal direksi nasih nenungkinkan untuk dinintai

pertangdunlli awaban atas dicabutnva iiin usaha PT Bank

Sunna. HaI yang nenarik untuk dipilihnva iudul skriPsi

yaitu : "TAH(rcUHC JAflAB DIRBKSI PT BAtrE SUHIIA:" tidak

lepas dari tersendatnya Penyelesaian penenuhan hutang pa-

ra depoeannya. SEdangkan PernasaLahan yanEl diangkat :

Sejauhnana direksi PT Bank Suuna dapat d iPer tangglungi a-

wabhan kepada pihak hetiga,/Para deposan akibat wanPres-

tasi ?

Tu-i uan Penelitian

Tuiuan dilakukannya Penelitian dalan Penyusunan

skripsi ini adalah untuk nengetahui lebih nendalan mende-

nai hambatan - hanbat an yang teriadi dalan pelaksanaan li-

kuidaei PT Bank Sunma, dengan nengebahui hanbatan diha*

rapkan dapat nenberikan Penecahan, sehingEia dapat seda-

patnya terselesaikan penberesan PT Bank Sunna'



Jadral laktu Penelitian

Persiapan penelitian

PenElunpulan data

PenElolahan dan analisis data

6 minggu;

6 ninggu;

6 ninggu.

l{etods Psnel itian

Pendekatan nasalah dalan skripsi ini nenEgunakan

netode yuridis noruatif, maksudnya Perbahasannya didasar-

kan atas peraturan pe rund ang-und anElan antara lain KUHD

dan Kitab Undan8-undanll Hukun Perdata (selaniutnya dj.-

sinEkat KUH Perdata) yang akan diterapkan terhadap uasa-

lah yanEi dibahas, Suuber data berupa data sekunder yangl

diperoteh dari studi kepustakaan berupa bahan hukun pri-

mer yaitu bahan hukun yang bersifat nenElikat antara lain

peraturan perund anEl-und anElan r dan bahan hukun sekunder

yand bersifat nenjelashan bahan hukun priner berupa lite-

ratur naupun bahan perku I iahan ,

Pengunpulan data dilakukan nelalui menbaca, memPe-

lajari, nenBidentifikasi dan kenudian nenllklasifikasikan-

nya, sehindga diperoleh jawaban atas nasalah yang diba-

has. Kenudian diolah menggunakan netode deduktif naksud-

nya bertolak dari ha1-ha1 yan!l u&unnya disinpulkan nenja-

di khusus, Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu

m€nganaliFip suatu permaEalahan didaaarkan atas Penikiran



yang logis, runtut dan runtun dengan eenelaah sisteDatika

peraturan perundan!!-und angan , sehingrga diperoleh uraian

yang bersifat deskriptif analistis.

Polrolr Hasil Penelit ien

PT Bank Sunna, tidak bedanya dengan ijin mendiri-

kan PT yaitu nengajukan pengesahan kepada Henteri Keha-

kinan didaftarkan hepada Kepani.teraan PenEladilan Negeri

dan diumunkan da.lan Berita Negara, hanya saja ijin usaha

bank harus diajukan kepada Henteri Keuangan

01eh karena PT Bank Sunna tidak bedanya dengan PT

pada ununnya, sehinE ga sebagaimana pasal 47 KUHD masih

nemungkinkan pengurus dinintai pe r tanggungj awaban peng-

Eantian keruElian atas dasar perbuatan melanggar hukum,

Dalan nenjalankan uFahnya Banh Umun dilarang merrberikan

kredit tanpa janinan kepada siapapun iuga sebagairana pa-

sal 24 ayat 1 Undang-undang Nonor 14 Tahun 1967 dan bank

dilarang untuk nenberikan kredit kepada anak perusahaan

melebihi 30 X sebagainana pasal 11 UU No. 7 Tahun 1982.

Dengan denihian neskipun hubundan hukum antara na-

sabah dEn8an bank didasarkan atas periani ian pinian ne-

minjan, maka apabila pihak bank tidak &anpu nenllenbalikan

pinjauannya kepada para deposan 'dapat dikatakan telah ne-

lakukan perbuatan uelanggar hukun. Hal ini dikarenakan



kewajiban yang tidah dipenuhi oleh bank bukan didasarkan

atas perjanj ian pinjan neninjan melainkan didasarkan atas

peraturan perundan!l-undangan,

f,esi nou lan

PT Bank Sunua memberikan kredit yang nelebihi ba-

tas yang ditetapkan kepada anak perusahaan jelas nelang-

Elar ketentuan pasal 11 UU No. 7 Tahun 1992 dan nenberikan

kredit tanpa jaminan adalah bertentangan dengan pasal- 24

ayat 1 Undan!!-undan!! Nomor 14 Tahun 1867.

Direksi bank yang nelakukan perbuatan nenyinpang

dari peraturan pe rund ang-undangan yang berlaku dapat di-
katakan telah nelakuhan perbuatan nelanggar hukun. Sedang

P? Bank Summa yang tidak nanpu arenbayar kenbali uang de-

posan dapat dikatakan nelakukan wanprestasi.

PT Bank Sunna naupun direksinya selain di.haruskan

mengenbalikan uanEl nilik deposan, juda dibebani t,anggung

jawab penggantian kerudlian berupa penEgantian biaya, rugi
dan bunEla sebagainana pasal 1243 KUH Perdata.

Seyogyanya guna Eenghindari perpindahan harta ke-

kayaan pada direksi, nengaubil tindakan dengan nengajukan

gugatan kepada para direhsi atas dasar telah melakukan

perbuatan nelangdar hukun sebagainana pasal 1365 KUH Per-

data dan dalam gugatan tersebut sekaligus dinintakan sita
janinan terhadap harta kekayaan para direksinya.


